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BUPATI JENEPONTO,

bahwa berdasarkan ketemtuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah




diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);




Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun
2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006
Nomor 151);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-
2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022
Nomor 283);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2016 Nomor 246);

Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN
2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vyang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Jeneponto.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah
proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen

perencanaan selama periode satu tahun.
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B

12,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya  disingkat RPJMN  adalah rencana
pembangunan Nasional yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah vang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Jeneponto
Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, yang
memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka
panjang Kabupaten Jeneponto.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah rencana
pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah vang selanjutnya
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan
Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan
Perangkat Daerah  yang  merupakan  dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan
vang menggambarkan  analisis lingkungan strategis,
faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran,
strategi, serta evaluasi kinerja.

Tahun Transisi adalah tahun peralihan dari periode
perencanaan pembangunan sebelumnya ke periode
perencanaan tahun berikutnya dimana masa berlaku
dokumen perencanaan pembangunan tahun sebelumnya
sudah berakhir, sementara dokumen perencanaan
pembangunan tahun  berikutnya belum  selesai
ditetapkan.




BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1} Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran
dari RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2024-2026.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra PD disusun sebagai berikut:
BAB1 : PENDAHULUAN;
BABIl :" GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IlI : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH,;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BABVI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VIl : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.
Pasal 4

Renstra PD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra PD
dalam rangka mendukung capaian rencana pembangunan
daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024-2026.
BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis
Perangkat Daerah.
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(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada
Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra PD tahun
transisi, maka Renstra PD Tahun 2024-2026 ini dapat
digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Perangkat

Daerah tahun transisi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

M’

s
Peratur? Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

[ ado s Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal || APRIL 2023
BUPATI JENEPONTO,

AN|ISKANDAR

|

Diundangkan di ..]enepuntﬂ‘

2023




